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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulannya yaitu telah 

teridentifikasinya aspek-aspek pemindahan arsip inaktif yang menyebabkan 

pelaksanaan pemindahan belum sesuai dengan kaidah kearsipan seperti 

penyeleksian arsip inaktif, penataan arsip inaktif, dan pembuatan daftar arsip 

inaktif. Serta, tersusunnya model pemindahan arsip inaktif di Unit Kearsipan 

DPR RI. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan per aspek: 

1. Aspek Pemindahan Arsip Inaktif 

a. Penyeleksian Arsip Inaktif 

Belum sesuainya hasil penyeleksian arsip inaktif dengan JRA, 

dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi kepada Unit-Unit Pengolah 

dalam pengunaan JRA. Sehingga pemahaman pegawai di Unit Pengolah 

untuk teratur memindahkan arsipnya sesuai masa retensi arsip pun 

terbatas. Lalu, terdapat arsip hilang dan rusak sehingga membuat 

penyeleksian terhambat karena arsip jadi tidak terseleksi menjadi satu. 

Serta terbatasnya waktu dan tempat untuk mengelola arsip di tiap Unit 

Pengolah. 

b. Pembuatan Daftar Arsip Inaktif 

Dalam pembuatan daftar arsip inaktif belum dibuat berurutan, lalu 

kolom nomor boks arsip belum terisi dengan nomor arsip, serta nomor 

boks arsip. Lalu pada kolom kode klasifikasi arsip pun belum terisi 

secara rinci dengan kode klasifikasi arsip seharusnya. Hal ini 

dikarenakan terkendala oleh terbatasnya kesadaran dan pemahaman 

pegawai di Unit Pengolah dalam mengelola arsip, sehingga membuat 

pelaksanaan pembuatan daftar arsip inaktif membutuhkan waktu yang 

cukup lama. 

c. Penataan Arsip Inaktif  
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Belum tertatanya arsip inakif berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan 

asli karena arsip dengan kode klasifikasi arsip berbeda dimasukkan 

kedalam satu boks arsip dengan kode klasifikasi sama. Lalu, 

penataannya belum menggunakan folder dan boks arsip, sehingga arsip 

ditata tanpa mengikuti nomor urut yang tercantum dalam daftar arsip 

yang dipindahkan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang belum 

sesuai standar serta belum meratanya folder dan boks arsip di tiap ruang 

kerja Unit Pengolah. Serta kurangnya sosialisasi kepada Unit Pengolah. 

Dari hal tersebut menghambat layanan pemberian informasi dan data ke 

para pengguna arsip, karena membutuhkan waktu yang cukup lama 

dalam temu kembali arsip inaktif ketika dibutuhkan pengguna arsip. 

2. Model Pemindahan Arsip Inaktif 

Sebagaimana, model pemindahan arsip inaktif dalam penelitian ini 

merupakan pembaharuan standar prosedur pada DPR RI yang belum sesuai 

dengan kaidah kearsipan. Pembaharuan yaitu adanya penambahan kegiatan 

penyeleksian arsip mengacu pada JRA dan daftar penyeleksian arsip inaktif; 

Menyeleksi arsip dari non arsip dan duplikasi berlebih; Memeriksa 

kelengkapan arsip inaktif yang akan dipindahkan; Membuat daftar arsip 

inaktif yang akan dipindahkan; Mengelompokkan fisik arsip inaktif; serta 

Menempatkan arsip inaktif ke folder arsip dan Menempatkan folder arsip ke 

dalam boks arsip. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian, berikut saran dalam meningkatkan pelaksanaan 

pemindahan arsip inaktif di DPR RI agar sesuai kaidah kearsipan: 

1. Untuk Aspek Pemindahan Arsip Inaktif 

a. Aspek Penyelekasian Arsip Inaktif 

1) Bagian Arsip perlu berkomunikasi rutin secara terjadwal minimal 

sebulan sekali kepada Unit Pengolah dengan mengadakan sosialisasi 

kearsipan atau knowledge sharing dengan Unit-unit Pengolah untuk 

memberikan pemahaman secara teknis mengenai pelaksanaan 

pemindahan arsip inaktif. 
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b. Aspek Pembuatan Daftar Arsip Inaktif 

1) Unit Pengolah perlu melakukan pembuatan daftar arsip aktifnya 

secara rinci sesuai pedoman, karena jika sejak awal arsip 

pengklasifikasiannya sudah benar dan sesuai, maka ketika arsip 

sudah inaktif pembuatan daftar arsip inaktif lebih mudah 

diselesaikan. 

c. Aspek Penataan Arsip 

1) Unit Pengolah mengajukan permohonan pengadaan sarana 

kearsipan kepada pihak berwenang di DPR RI. Mengingat penataan 

arsip inaktif penting untuk mendukung kegiatan penyajian arsip 

kepada internal DPR RI maupun publik. 

2) Unit Kearsipan menyediakan kanal informasi berupa media sosial 

resmi untuk merespon beberapa permintaan permohonan informasi 

dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

2. Untuk Model Pemindahan Arsip Inaktif 

1) Adanya edaran dari pimpinan Bagian Arsip untuk Unit Kearsipan 

DPR RI melakukan pembaharuan standar dan prosedur pemindahan 

arsip inaktif.  
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